
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

NOMOR : 20 TAHUN 2010 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT 

PADA PT JASA SARANA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR JAWA BARAT, 
 

   Menimbang   : a. bahwa dalam rangka penambahan modal disetor Pemerintah Provinsi 
Jawa Barat pada PT Jasa Sarana, dilaksanakan penyertaan modal 
Daerah secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah;  

b. bahwa penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada          
PT Jasa Sarana sebagaimana dimaksud  pada pertimbangan huruf  a, 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;  

 

Mengingat    :   1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta 
Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 
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6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4437)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan  Daerah  Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang 
Pendirian PT Jasa Sarana Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2001 
Nomor 26 Seri D); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah  Tahun 2005 Nomor 
13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5  Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 71); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri 
E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Jasa Sarana 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 33); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49); 

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 
2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47); 

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Jasa Sarana 
Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 48); 
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17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah   (Lembaran 
Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 
Nomor 1); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT 

dan 

GUBERNUR JAWA BARAT 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PENYERTAAN  MODAL PEMERINTAH 
PROVINSI  JAWA  BARAT  PADA  PT JASA SARANA. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 

 

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai  unsur 
penyelenggara pemerintahan Daerah. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD  adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 

5. Perseroan Terbatas Jasa Sarana yang selanjutnya disebut PT Jasa Sarana 
adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa 
Sarana Jawa Barat, yang telah ditindaklanjuti dengan Akta Notaris  
Meidward  Nainggolan, SH Nomor 4  tanggal 6 Pebruari 2004 dan telah 
memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman  tanggal 13 Mei 2004 dengan 
Keputusannya Nomor C-11796 HT.01.01.TH.2004 serta diumumkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 Agustus 2004 Nomor 7851 
beserta perubahan-perubahannya, terakhir dengan Akta Notaris Tien 
Norman Lubis, SH Nomor 49 Tanggal 25 Juni 2010, yang telah diterima 
pemberitahuannya oleh Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-
AH.01.10-24137 tanggal 24 September 2010. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat. 

7. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal 
Daerah pada suatu usaha bersama antar Daerah dan/atau dengan badan 
usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaatan modal Daerah oleh badan 
usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu. 
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